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Topik Diskusi

• Apa itu Keterbukaan Informasi Publik?

• Siapa yang dimaksud Badan Publik Kalurahan?

• Apa saja Informasi Publik Kalurahan?

• Bagaimana Layanan Informasi Publik Kalurahan dijalankan?

• Apa yang harus disiapkan oleh Kalurahan?

• Apa konsekuensi Badan Publik kalurahan yang tidak
menjalankan layanan informasi publik?



Keterbukaan Informasi Publik



Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

• Setiap Informasi Publik bersifat terbuka 
dan dapat diakses oleh setiap Pengguna. 

• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat 
ketat dan terbatas. 

• Setiap Informasi Publik harus dapat 
diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, 
biaya ringan, dan cara sederhana



Badan Publik Kalurahan

• Pemerintah Kalurahan

• Badan Permusyawaratan Kalurahan

• Badan Usaha Milik Kalurahan

• Badan Kerjasama Antar Kalurahan





• Wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik 
Kalurahan paling lambat 1 kali dalam setahun

• disampaikan dan atau disebarluaskan dengan cara 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam 
bahasa yang mudah dipahami



• Setiap Pemerintah Kalurahan wajib mengumumkan 
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum

• Wajib Diumumkan Secara Serta Merta paling sedikit pada 
papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim 
digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.





Daftar Informasi Publik (DIP) Kalurahan



• sesuai dengan Undang-Undang, 
kepatutan, dan kepentingan umum 

• pengujian konsekuensi yang timbul 
apabila suatu informasi diberikan 
kepada masyarakat 

• setelah dipertimbangkan dengan 
saksama bahwa menutup Informasi 
Publik dapat melindungi kepentingan 
yang lebih besar daripada 
membukanya atau sebaliknya

• Pengeculian Informasi Publik Kalurahan 
dibahas dalam musyawarah kalurahan.



Lembar Pengujian Konsekuensi



Pengesahan Hasil Uji Konsekuensi



PERMOHONAN, KEBERATAN DAN 
PENYELESAIAN SENGKETA 

INFORMASI PUBLIK KALURAHAN



1. Permintaan Informasi

• Pemohon adalah WNI dan atau badan
hukum Indonesia

• Permintaan informasi dapat dilakukan
secara tertulis/tidak tertulis

• PPID wajib mencatat permintaan
informasi yang diajukan secara tidak
tertulis

• PPID wajib memberikan tanda bukti
berupa nomor pendaftaran



• PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis paling lambat
10 hari kerja

• Isi pemberitahuan: penerimaan atau
penolakan disertai alasan, badan
publik lain yang menguasai informasi, 
alat penyampai/format informasi, 
biaya & cara pembayaran

• PPID dapat memperpanjang waktu
pemberitahuan paling lambat 7 hari
kerja

2a. Pemberitahuan PPID



• PPID dapat menolak permohonan jika
informasi yang diminta termasuk
informasi dikecualikan.

• Penolakan disertai alasan yang 
didasarkan pada hasil uji konsekuensi
yang telah dilakukan

2b. Penolakan Permohonan



• Pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada atasan
PPID (Lurah)

• Keberatan diajukan paling lambat 30 
hari kerja

3. Pernyataan Keberatan
Pemohon



• Atasan PPID/lurah memberikan
tanggapan tertulis paling lambat 30 
hari kerja sejak diterimanya keberatan
secara tertulis.

• Dalam jangka waktu tersebut dapat
melakukan upaya musyawarah dalam
menanggapi keberatan dari
pemohon.

4. Tanggapan Atasan
PPID/Lurah atas Keberatan
Pemohon



PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK KALURAHAN



Kewajiban Pemerintah Kalurahan

• menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik

• mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa sesuai Peraturan Komisi 
Informasi

• menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, 
termasuk papan pengumuman dan meja informasi

• menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik 
Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola.

• menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan 
Peraturan Komisi ini.



PPID Kalurahan

• Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Kalurahan 
perlu ditetapkan PPID Desa.

• Lurah merupakan atasan PPID Kalurahan.

• Lurah dapat menunjuk dan menetapkan Carik sebagai PPID 
Kalurahan.

• Jika Carik berhalangan Lurah dapat menunjuk dan menetapkan 
Perangkat Desa lain.

• PPID kalurahan bertanggung jawab di bidang layanan Informasi 
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 
pelayanan Informasi Publik Kalurahan.



Contoh Struktur PPID Kalurahan



Laporan layanan informasi publik Kalurahan
disampaikan kepada:

• Musyawarah Desa

• Komisi Informasi Provinsi

• Pemerintah Kabupaten



Koordinasi & Fasilitasi

• Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah 
kalurahan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

• PPID Kalurahan berhak mendapatkan pengembangan kapasitas 
pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah 
Kabupaten

• Pemerintah Kalurahan dapat membangun Sistem Informasi Desa.

• Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Desa wajib 
difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten




